NOMOR
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LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI

SERI: E

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

. bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang

Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan
kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia;

. bahwa pengendalian pencemaran air yang menjadi

kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota
perlu dilaksanakan dalam rangka  mewujudkan
ketersediaan sumber daya air yang berkelanjutan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan

pengendalian pencemaran air, telah ditetapkan Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2007 tentang Izin
Pembuangan Limbah Cair di Kota Bekasi yang saat ini
sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan
masyarakat dan = peraturan perundang-undangan,
sehingga perlu diganti;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Air;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor
111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3663);



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6633);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
dan
WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN

PENCEMARAN AIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
DPRD Kota Bekasi.

Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan
hidup.

Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah
permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air
tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.

Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di
dalamnya.

Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat,
energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia
sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.
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22.

23.

Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat
menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta
menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL
adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang
ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL
adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena
dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari
teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk
mendukung operasi dan manajemen Lingkungan Hidup.

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang
melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pada bidang tertentu.

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH
adalah dokumen evaluasi Dampak Penting pada Lingkungan Hidup
terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan
sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat
DPLH adalah dokumen evaluasi dampak tidak penting pada Lingkungan
Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk
digunakan sebagai instrumen perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air adalah upaya sistematis dan
terpadu yang dilakukan untuk menjaga Mutu Air.

Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu
wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak
sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air
yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang
batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai
dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu
wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian
hidrogeologis, seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah
berlangsung.

Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami
maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik,
kimiawi, dan hayati.

Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan tempat tertentu yang
diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat,
energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar
yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

Mutu Air Sasaran adalah Mutu Air yang ditentukan pada waktu tertentu
untuk mencapai Baku Mutu Air yang ditetapkan.
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Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu
kegiatan.

Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar
dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam
Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah
dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari pemerintah atau Pemerintah
Daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha
dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat
yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan
pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izin adalah Izin Pembuangan Limbah Cair yang sudah diolah terlebih
dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pejabat Fungsional adalah pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan
fungsional pada Instansi Pemerintah.

Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah pegawai negeri sipil yang
diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau
penegakan hukum Lingkungan Hidup.

Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau
tidak langsung oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup untuk
mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan
Berusaha atau Persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-
undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengendalian Pencemaran air berasaskan:

MO0 T

kemanfaatan umum;

keadilan;

keseimbangan;

keberlanjutan;

keterpaduan dan keserasian; dan
transparansi dan akuntabilitas.



Pasal 3

Pengendalian Pencemaran air bertujuan:

a.

menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi
masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya
Air;

menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, dalam upaya
konservasi Air dan Sumber Air;

mengendalikan Daya Rusak Air secara menyeluruh yang mencakup upaya
pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan; dan

peningkatan kualitas air permukaan yang berada di Kota Bekasi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

@moao oD

(3)

penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan mutu air;
tata cara perizinan;

partisipasi masyarakat;

pembinaan;

pengawasan;

larangan; dan

sanksi.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU AIR
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dilakukan terhadap air yang
berada di dalam Badan Air.

Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Badan Air permukaan; meliputi :

1. sungai, anak sungai, dan sejenisnya;

2. danau dan sejenisnya;

3. rawa dan lahan basah lainnya; dan/atau
b. Akuifer.

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

perencanaan;

pemanfaatan;

pengendalian; dan

pemeliharaan.

a0 o
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Bagian Kedua
Perencanaan
Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air diselenggarakan
dengan pendekatan DAS, CAT, dan ekosistemnya.

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

inventarisasi Badan Air;

penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air;

perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air; dan
penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Mutu Air.

poop

Paragraf 2
Inventarisasi Badan Air
Pasal 7

Inventarisasi Badan Air dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan
bidang sumber daya air.

Inventarisasi Badan Air dilakukan dengan tahapan:
a. identifikasi Badan Air; dan
b. karakterisasi Badan Air.

Identifikasi Badan Air dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai
Badan Air sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (2).

Karakterisasi Badan Air dilakukan dengan cara pengumpulan dan
pengkajian untuk mendapatkan informasi:

a. aspek Mutu Air;

b. aspek sumber pencemar; dan

c. aspek pemanfaatan air.

Ketetentuan lebih lanjut mengenai Identifikasi dan Karakterisasi Badan
Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali
Kota.
Paragraf 3
Penyusunan dan Penetapan Baku Mutu Air
Pasal 8
Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan
Baku Mutu Air untuk:
a. air tanah; dan
b. air permukaan berdasarkan segmentasi atau zonasi Badan Air.



(2) Baku Mutu Air untuk air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan melalui pemantauan rona awal Mutu Air tanah
dan/atau pemantauan Mutu Air tanan referensi.

(3) Baku Mutu Air untuk air permukaan sebagaimana diaksud pada ayat (1)
huruf b mengacu pada Baku Mutu Air Nasional.

Pasal 9

Baku Mutu Air disusun dan ditetapkan oleh Wali Kota setelah:
a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan
b. berkoordinasi dengan Gubernur.

Paragraf 4
Perhitungan dan Penetapan Alokasi Beban Pencemar Air

Pasal 10

(1) Wali Kota sesuai kewenangannya melakukan perhitungan dan
penetapan alokasi beban pencemar air untuk mendapatkan nilai beban
pencemar air paling tinggi dari sumber pencemar yang diperbolehkan
dibuang ke Badan Air Permukaan.

(2) Sumber pencemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari
sektor:

a. industri;

b. domestik;

c. minyak dan gas bumij;

d. pertanian dan perkebunan;
e. perikanan;

f. peternakan; dan/atau

g. sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

peraturan perundang-undangan.

(3) Perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
a. hasil karakterisasi Badan Air; dan
b. Baku Mutu Air.

(4) Alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 5
Penyusunan dan Penetapan
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
Pasal 11
(1) Rencana perlindungan dan pengelolaan Mutu Air disusun dan ditetapkan
oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diterapkan pada DAS dalam Wilayah Kota.
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Penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah :

a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan

b. berkoordinasi dengan Gubernur.

Pasal 12

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air memuat :
a. pemanfaatan;

b. pengendalian; dan

c. pemeliharaan.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun dan ditetapkan berdasarkan :

a. pemantauan mutu air;

b. baku mutu air; dan

c. alokasi beban pencemar air.

Pasal 13

Wali Kota melakukan pemantauan Mutu Air dengan cara:
a. manual; dan/atau
b. otomatis dan terus-menerus.

Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke
dalam Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai dasar penentuan status Mutu Air.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaporan pemantauan
Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur
dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

Status Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)
ditentukan dengan cara membandingkan hasil pemantauan Mutu Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan Baku Mutu Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Status Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. tercemar; atau
b. baik.

Untuk status Mutu Air tercemar, Wali Kota sesuai kewenangannya
menetapkan:

a. Mutu Air sasaran; dan

b. upaya pengendalian Mutu Air.

Untuk status Mutu Air baik, Wali Kota sesuai kewenangannya
menetapkan upaya pencegahan pencemaran dan pemeliharaan Mutu Air.



(1)

(2)

(3)
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Mutu Air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditentukan

dengan mempertimbangkan:

a. peta Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air yang ditetapkan oleh
Menteri;

b. baku Mutu Air;

c. ketersediaan teknologi pengendalian Pencemaran Air; dan

d. kondisi sosial-ekonomi, dan budaya.

Pasal 15

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air menjadi bagian dari
rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan dalam penyusunan rencana pengelolaan sumber
daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diubah jika terjadi perubahan baku Mutu Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Bagian Ketiga
Pemanfaatan
Pasal 16
Pemanfaatan air pada Badan Air dilakukan berdasarkan rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.

Pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
pada seluruh Badan Air sesuai dengan Baku Mutu Air atau Mutu Air
sasaran.

Pasal 17

Badan Air dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain yang tidak melampaui
Baku Mutu Air atau Mutu Air sasaran.

(1)
(2)

Bagian Keempat
Pengendalian
Paragraf 1
Umum

Pasal 18

Pengendalian Pencemaran Air dilaksanakan sesuai dengan rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.

Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. pencegahan Pencemaran Air;

b. penanggulangan Pencemaran Air; dan

c. pemulihan Mutu Air.
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Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 19

Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(2) huruf a dilakukan pada sumber pencemar:

a. nirtitik; dan

b. titik.

Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan melalui cara pengelolaan terbaik.

Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dilakukan melalui:

a. sarana dan prasarana;

b. pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, pendauran ulang,
perolehan kembali manfaat, dan/atau pengisian kembali Air Limbah;

c. penetapan Baku Mutu Air Limbabh;

d. Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;

e. penyediaan personel yang kompeten dalam pengendalian Pencemaran
Air;

f. internalisasi biaya Perlindungan dan pengelolaan Mutu Air; dan

g. penerapan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air.

Pasal 20

Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pengendalian
pencemaran Air.

Sarana dan prasarana pengendalian pencemaran Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk sumber Air Limbah dari:

a. rumah tangga; dan

b. air limpasan atau nirtitik.

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana
pengendalian Pencemaran Air bagi usaha mikro dan kecil.

Hasil pengolahan Air Limbah dari sarana dan prasarana pengendalian
Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
Baku Mutu Air Limbah dan alokasi beban pencemar air.

Dalam menyediakan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air,
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
melakukan kerja sama dengan badan usaha yang memiliki perizinan
Berusaha.

Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Pasal 21

Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Air Limbah wajib
mengolah Air Limbah.

Hasil pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan:

a. pemanfaatan dengan cara pelaksanaan pengurangan, penggunaan
kembali, pendauran wulang, perolehan kembali manfaat, dan/atau
pengisian kembali Air Limbah;

b. pemanfaatan dengan cara aplikasi ke tanah; dan/atau

c. pembuangan ke Badan Air permukaan dan/atau ke formasi tertentu.

Pelaksanaan pemanfaatan dan/atau pembuangan Air Limbah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tidak
menimbulkan dampak pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan
Hidup serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 22

Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi mencemari air wajib
melakukan internalisasi biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
dalam biaya produksi dan/atau operasinya.

Biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi biaya:

pencegahan Pencemaran Air;

pengelolaan Air Limbabh;

pemantauan Air Limbah dan Mutu Air:

penanggulangan Pencemaran Air;

pemulihan Mutu Air pasca kedaruratan dan pasca operasi;

penyediaan sarana prasarana kedaruratan dalam pengendalian
Pencemaran Air;

pengembangan teknologi terbaik dalam pengendalian Pencemaran Air;
penyediaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam
pengendalian Pencemaran Air; dan/atau

i. kegiatan lain yang mendukung upaya pengendalian Pencemaran Air.

e A0 T
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Pasal 23

Sistem perdagangan alokasi beban pencemar air terhadap Usaha

dan/atau Kegiatan yang melakukan kegiatan pembuangan Air Limbah ke

Badan Air permukaan mernpertimbangkan:

a. ketersediaan alokasi beban pencemar air di lokasi pembuangan Air
Limbah; dan

b. alokasi beban pencemar air dari Usaha dan/atau Kegiatan.
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Perdagangan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Mutu Air yang ditetapkan oleh Wali Kota setelah berkoordinasi dengan
Gubernur dan mendapatkan rekomendasi teknis dari Menteri.

Pasal 24

Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan hanya dapat membuang Air Limbah ke
Badan Air permukaan sesuai dengan kuota alokasi beban pencemar air
yang ditentukan oleh Wali Kota.

Alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diperjualbelikan antara Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan
sistem perdagangan alokasi beban pencemar air yang dikembangkan oleh
Menteri.
Paragraf 3
Penanggulangan
Pasal 25

Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan Pencemaran Air
wajib melakukan penanggulangan Pencemaran Air.

Penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara:

a. pemberian informasi peringatan Pencemaran Air pada masyarakat;

b. pengisolasian Pencemaran Air;

c. penghentian sumber pencemar air; dan/atau

d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam
sejak diketahuinya pencemaran.

Dalam hal terjadi Pencemaran Air, Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan wajib
melaporkan keadaan tersebut sebagai Keadaan darurat dalam waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) jam kepada wali Kota.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
lokasi;

waktu;

penyebab;

dugaan dampak terhadap lingkungan; dan

upaya yang telah dilakukan.

JESYC Y

Pasal 26

Dalam hal Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan
penanggulangan pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak
diketahuinya pencemaran, Wali Kota menetapkan pihak ketiga untuk
melakukan penanggulangan Pencemaran Air.
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(2) Biaya kegiatan penanggulangan pencemaran Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibebankan kepada Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan.

Paragraf 4
Pemulihan Mutu Air

Pasal 27

(1) Pelaku Usaha yang menyebabkan pencemaran wajib melakukan
pemulihan Mutu Air.

(2) Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara:

pembersihan unsur pencemar air;

remediasi;

rehabilitasi;

restorasi; dan/atau

lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

a0 oTp

Pasal 28

(1) Dalam hal pelaku Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan pemulihan
Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Pencemaran
Air, Wali Kota menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan
Mutu Air.

2) Terhadap kegiatan pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat
p Keg p g p y
(1) menggunakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan
Hidup.

Pasal 29

Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan jika:
a. lokasi Pencemartan Air tidak diketahui sumber pencemarnya; dan/atau
b. tidak diketahui pihak yang melakukan Pencemaran Air.

BAB V
PERSETUJUAN TEKNIS DAN SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan
kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah, wajib memiliki:

a. Persetujuan Teknis; dan

b. SLO.
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Bagian Kedua
Persetujuan Teknis

Pasal 31

Dalam rangka perolehan Persetujuan Teknis pelaku Usaha dan/atau Kegiatan
pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah wajib melakukan:

a. penapisan secara mandiri; dan

b. permohonan Persetujuan Teknis.

(1)

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 32

Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal mengajukan permohonan
Persetujuan Teknis kepada Wali Kota dengan cara:

a. bersamaan dengan permohonan Persetujuan Lingkungan; atau

b. sebelum mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan.

Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL mengajukan
permohonan Persetujuan Teknis kepada Wali Kota sebelum mengajukan
permohonan Persetujuan Lingkungan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi
dengan:

a. kajian teknis atau dokumen pemenuhan standar teknis; dan

b. sistem manajemen lingkungan.

Tata cara penyusunan sistem manajemen lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 33

Persetujuan Teknis memuat:

standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;

standar kompetensi sumber daya manusia;

sistem manajemen lingkungan; dan

periode waktu uji coba sistem pengolahan air limbah dan/atau fasilitas
injeksi.

a0 o

Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
menggunakan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pelaporan seluruh kewajiban pengendalian Pencemaran Air dilakukan
melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup dengan menggunakan format
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Persetujuan Teknis merupakan persyaratan penerbitan dan menjadi
bagian dari Persetujuan Lingkungan dan perizinan berusaha.
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Tata cara permohonan dan penerbitan Persetujuan Lingkungan dan
perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan
Persetujuan Teknis jika akan melakukan perubahan teknis kegiatan
pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah.

Perubahan teknis kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air
Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. perubahan desain dan/atau teknologi instalasi pengolahan Air Limbah;
b. pembangunan instalasi pengolahan Air Limbah; dan/atau

c. perubahan pengelolaan Air Limbah.

Ketentuan mengenai teknis kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan
Air Limbah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 36

Tata cara penerbitan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 huruf b, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

(1)

(1)

(2)

Bagian Ketiga
Surat Kelayakan Operasional (SLO)

Pasal 37

Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan kegiatan pembuangan
dan/atau pemanfaatan Air Limbah wajib memiliki sistem pengolahan Air
Limbah dan/atau fasilitas injeksi yang telah mendapatkan SLO.

Untuk mendapatkan SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku

Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan kepada Wali Kota

mengenai penyelesaian:

a. pembangunan sistem pengolahan Air Limbah dan/atau fasilitas injeksi;
dan

b. uji coba Air Limbah.

Pasal 38

SLO digunakan sebagai dasar:

a. dimulainya operasional Usaha dan/atau Kegiatan; dan

b. pengawasan ketaatan pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dalam
Perizinan Berusaha.

SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan
format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VI
PARTISIPASI MASYARKAT

Pasal 39

Masyarakat berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air

berupa:

a. memantau Badan Air secara mandiri di lingkungan masing-masing;

b. melakukan upaya pengurangan bahan pencemar air di lingkungan
masing-masing;

c. menyampaikan informasi hasil pemantauan yang benar dan akurat;

d. menyebarluaskan gerakan pengurangan pencemar air;

e. melakukan kemitraan dengan para pihak dalam rangka pengurangan
pencemar air; dan/atau

f. melakukan program ekoriparian untuk pemulihan ekosistem Badan
Air.

Pasal 40

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memfasilitasi
terbentuknya kemitraan antara masyarakat dengan badan usaha, dalam
melakukan pengurangan pencemaran air.

Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
bentuk perjanjian antara masyarakat dengan badan usaha yang
bersangkutan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kemitraan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 41

Wali Kota melakukan pembinaan kepada:

a.

b.

penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Persetujuan Lingkungan
ditetapkan oleh Wali Kota; dan
masyarakat.

Pasal 42

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 dilakukan melalui:

@eo 0o

diseminasi peraturan perundangan-undangan;
bimbingan teknis;

pendidikan dan pelatihan;

bantuan sarana dan prasarana;

program percontohan;

forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
penyuluhan;
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penelitian;

pengembangan;

pemberian penghargaan; dan/atau

bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

ks

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 43

Wali Kota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan Pelaku Usaha
dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup.

Pasal 44
(1) Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

(2) Pengawasan dapat dilakukan dengan cara:
a. pengawasan langsung; dan/atau
b. pengawasan tidak langsung.

(3) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dilakukan dengan mendatangi lokasi usaha dan/atau Kegiatan secara:
a. reguler; atau
b. insidental.

(4) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilakukan melalui penelaahan data laporan pelaku Usaha dan/atau
Kegiatan dan/atau data dari Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

(5) Dalam hal hasil pengawasan tidak langsung menunjukkan pelanggaran
yang berulang atau mengindikasikan timbulnya ancaman serius terhadap
Lingkungan Hidup, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup segera
melakukan pengawasan langsung.

Pasal 45

(1) Pengawasan reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf
a dilaksanakan sesuai dengan perencanaan setiap tahun berdasarkan
Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah terkait Persetujuan
Lingkungan dan/atau informasi lainnya.

(2) Pengawasan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan tahapan:
a. perencanaan pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan; dan
c. evaluasi pengawasan.
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Perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

dilakukan dengan tahapan:

a. inventarisasi dan identifikasi Perizinan Berusaha, dan Persetujuan
Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan, serta informas lainnya;
dan

b. penetapan prioritas Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi dengan
pengawasan langsung.

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
meliputi kegiatan:
a. persiapan pengawasan;
b. pemeriksaan ketaatan; dan
c. tindak lanjut hasil pengawasan.
Pasal 46

Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3)

huruf b dilakukan apabila memenuhi kriteria:

a. adanya indikasi pelanggaran berulang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ayat (5) dan indikasi pelanggaran yang terdeteksi;

b. adanya pengaduan dari masyarakat terkait dugaan Pencemaran
Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau

c. adanya laporan dari pengelola kawasan atas pelanggaran pelaksanaan
RKL-RPL rinci oleh Pelaku Usaha dalam kawasan.

Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
penanganannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 47

Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan telah menimbulkan ancaman serius
terhadap Lingkungan Hidup, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
melakukan penghentian pelanggaran tertentu.

Penghentian pelanggaran tertentu bertujuan untuk mencegah:

a. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup; dan/atau

b. kerugian yang lebih besar bagi Lingkungan Hidup jika tidak segera
dihentikan, pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup.

Penghentian pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas

Lingkungan Hidup dapat berupa:

penutupan saluran pembuangan Air Limbabh;

pembongkaran saluran pembuangan Air Limbah;

penghentian operasi sumber Emisi;

. penutupan lokasi pembuangan Limbah; dan/atau

upaya lainnya yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran

tertentu.

©po TP
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(4) Penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat dilakukan melalui pemasangan plang penghentian pelanggaran
tertentu dan/atau garis Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

(5) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup setelah melakukan penghentian
pelanggaran tertentu menyusun berita acara penghentian pelanggaran
tertentu yang paling sedikit memuat:

a. identitas pelaku Usaha dan/atau Kegiatan;

b. jenis pelanggaran;

c. lokasi dan titik koordinat pelanggaran;

d. waktu penghentian pelanggaran; dan

e. bentuk tindakan penghentian pelanggaran tertentu.

(6) Terhadap tindakan penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), pelaku Usaha dan/atau Kegiatan bertanggung
jawab menjaga lokasi dari potensi kerusakan, berubahnya atau hilangnya
barang bukti.

Pasal 48

(1) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan
Hidup dituangkan dalam berita acara pengawasan dan laporan hasil
pengawasan.

(2) Berita acara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
fakta dan temuan hasil pengawasan.

(3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyatakan status ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan.

(4) Dalam hal kesimpulan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dinyatakan tidak taat, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
memberikan rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum kepada Wali
Kota yang meliputi;

a. administratif;
b. perdata; dan/atau
c. pidana.

(5) Dalam hal hasil pengawasan tidak langsung dari data pelaporan melalui
sistem Informasi Lingkungan Hidup secara otomatis, terus-menerus dan
dalam jaringan ditemukan pelanggaran, Pejabat Pengawas Lingkungan
Hidup memberikan rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum kepada
Wali Kota sesuai kewenangannya.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 49

Setiap Orang, usaha dan/atau kegiatan dilarang:
a. memasukkan air limbah yang melebihi baku mutu yang ditetapkan melalui
peraturan perundang-undangan ke dalam badan air permukaan;
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memasukkan Air Limbah ke air tanah, mata air, dan danau tertutup;
memasukkan sampah, limbah padat, limbah lumpur, B3, dan/atau Limbah
B3 ke Badan Air;

merusak kondisi fisik dan fungsi Badan Air;

melakukan perbuatan yang menimbulkan Pencemaran Air;

melepaskan jenis asing invasif, produk rekayasa genetik ke Badan Air yang
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi,
merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar
memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi,
merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 50

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 25 ayat
(1) dan ayat (4), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 35 dan Pasal 37 dikenakan
sanksi administratif.

Sanksi administartif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
a. teguran tertulis;

b. paksaan pemerintah:

c. denda administratif;

d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau

e. pencabutan Perizinan Berusaha.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan
Wali Kota.

BAB XI
SANKSI PIDANA
Pasal 51
Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 49 dan telah dikenakan

Sanksi Administratif tetapi tidak melaksanakan sanksi tersebut, akan
diancam dengan sanksi pidana.
Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 52

Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
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Tugas utama PPNS adalah:

a. dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku
koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kota;

b. penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah
dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. selain pejabat penyidik dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur
PPNS Pol PP dan PPNS Perangkat Daerah lainnya;

d. penunjukan PPNS dilakukan oleh kepala Satpol PP;

e. PPNS diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran
atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

f. PPNS menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan
berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia
setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

g. tugas untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud, meliputi
bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan
penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal

diri tersangka;

melakukan penggeledahan dan penyitaan;

melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi;

. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara;

i. mengadakan penghentian penyidikan; dan

j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) dan ayat (3), PPNS bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui

Kepala Satpol PP.

Untuk mewadahi keberadaan PPNS yang berada pada Satpol PP dan

Perangkat Daerah lainnya, perlu dibentuk sekretariat PPNS yang

berkedudukan di Satpol PP.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Izin Penegelolaan Air Limbah
yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap
berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bekasi
Nomor 07 Tahun 2007 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair di Kota Bekasi
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi

pada tanggal 27 Desember 2023

Pj. WALI KOTA BEKASI,
Ttd
R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

UMUM

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup
orang banyak. Sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi
hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk
menjaga atau mencapai kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan sesuai
dengan tingkat mutu air yang diinginkan, maka perlu upaya pelestarian
dan/atau pengendalian. Pelestarian kualitas air merupakan upaya untuk
memelihara fungsi air agar kualitasnya tetap pada kondisi alamiahnya.

Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat penting
maka harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Untuk itu air perlu dikelola agar kualitas dan kuantitasnya dan bermanfaat
bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makluk hidup lain agar
berfungsi secara ekologi, guna menunjang pembangunan yang
berkelanjutan. Di satu pihak, usaha dan/atau kegiatan manusia
memerlukan air yang berdaya guna, tetapi di lain pihak berpotensi
menimbulkan dampak negatif antara lain berupa pencemaran yang dapat
mengancam kesediaan air, daya guna, daya dukung, daya tampung dan
produktifitasnya. Agar air bermanfaat secara lestari dan berkelanjutan,
maka dalam pelaksanaan pembangunan harus dilakukan Pengelolaan
kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota meliputi pula program kerja
pengendalian pencemaran dan pemulihan kualitas air secara
berkesinambungan. Pemerintah Daerah melakukan pengelolaaan kualitas
air di Daerah dengan menentukan baku mutu air yang lebih ketat
dan/atau penambahan parameter pada air, serta sumber air, yang
Pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.



Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “aspek Mutu Air” adalah informasi

yang menggambarkan keadaan air termasuk sedimen
beserta parameter tertentu yang terkandung dalam air.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “aspek sumber pencemar” adalah
aktivitas atau kondisi lingkungan yang berpotensi
mempengaruhi Mutu Air, seperti Usaha dan/atau Kegiatan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “aspek pemanfaatan air” adalah
informasi mengenai bentuk pemanfaatan air yang
mempengaruhi Mutu Air, seperti kebiasaan/budaya
masyarakat, dan informasi terkait lainnya.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas



Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.



Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Huruf a
Yang dimaksud dengan "penapisan secara mandiri" adalah
penapisan yang dilakukan sendiri oleh penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan yang dapat diajukan dan ditetapkan instansi
Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.



Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.
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